BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka didapat kesimpulan
sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse
kriminal kepolisian resor Kepahiang terhadap penanganan anak
sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui tahapan
penyelidikan, penyidikan, pendampingan terhadap anak, serta
penerapan diversi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaannya, penanganan anak dilakukan dengan mengedepankan
kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak-hak anak,
serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dan
pemulihan daripada pemberian sanksi yang bersifat represif. Meskipun
masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, secara umum
proses penanganan telah menunjukkan adanya wupaya untuk
mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang memberikan
perlindungan hukum secara optimal.

2. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse
kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai

pelaku tindak pidana perspektif fiqih siyasah telah sejalan dengan
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prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip keadilan (al-'adl),
kemaslahatan (al-maslahah), pembinaan (ta'dib), dan perdamaian
(ishlah). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan penegakan hukum
tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, tetapi
juga sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan, memperbaiki perilaku
anak, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga masa depan anak
sebagai generasi penerus. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan
anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya mencerminkan
penerapan hukum positif di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-
nilai figih siyasah yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan
kemaslahatan dalam penyelenggaraan penegakan hukum.
B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan tetap mengedepankan
pendekatan diversi dan restorative justice dalam penanganan perkara
anak agar perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak
tetap terjamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
dan prinsip figih siyasah.

2. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat
menyediakan sarana dan fasilitas pendukung, seperti Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Anak di Kabupaten Kepahiang guna
mendukung efektivitas penanganan dan pembinaan anak yang
berhadapan dengan hukum.

3. Kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan pengawasan, pembinaan moral, serta pendidikan
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terhadap anak agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana anak dan
menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi perkembangan

anak.
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